
 
 

 

QANUN KABUPATEN PIDIE 
NOMOR  6   TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH  

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI PIDIE, 
 

Menimbang : a. 

 

bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 
Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh 
dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, 

adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan 
berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten 

Pidie sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan 
Pemerintah Aceh berwenang melakukan penyertaan 

modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar 
prinsip saling menguntungkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah; 

 b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari 

Pemerintah Kabupaten dengan memberdayakan Badan Usaha 
Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, 

dengan menunjang permodalan Badan Usaha Milik Daerah 
melalui penyertaan modal; 

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 

tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun 
Kabupaten Pidie tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah 
pada Perseroan Terbatas Bank Aceh; 

 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan  Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2387); 

 

                                                                3. Undang-Undang ………… 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

 

                                                                        15. Peraturan ………… 

 

 



15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Aceh  Nomor 38);  

16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pidie  Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE   

dan 

BUPATI PIDIE 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG TAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN 
TERBATAS BANK ACEH. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah  Kabupaten Pidie. 

3. Bupati adalah Bupati Pidie. 

4. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut Bank Aceh adalah 
Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Sigli. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat 
APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie. 

6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki 
atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur atau ditimbang. 

7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur 

permodalan Bank Aceh dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh 
manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas 
kinerja Bank Aceh yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan 
perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus 

dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan 
daerah. 

 

                                                                                                 Bab III ………… 

 



BAB III 
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN 
 

Pasal 3 
 

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk 
uang pada Bank Aceh. 

(2) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada Bank Aceh 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 7.606.560.000,- (Tujuh 
Milyar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

 
 

Pasal 4 
 

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada 
Bank Aceh dalam bentuk uang. 

 
 

Pasal 5 

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 4, berasal dari APBK. 

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.393.440.000,- (Dua milyar Tiga ratus 
Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). 

 
 

 
Pasal 6 

 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyertaan Modal Daerah tetap 

berlaku dan dianggap sah. 
 

 

 

Pasal 7 
 

Pemerintah Kabupaten berhak mendapatkan keuntungan atas penyertaan 

modalnya pada Bank Aceh sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

 
 

BAB IV 

PERTANGGUNG JAWABAN 
 

Pasal 8 
 

Bank Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati 
setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan 
yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

 
 

                                                                                                               Bab V ………… 
 
 

 
 
 



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. 

 

Ditetapkan di Sigli 
pada tanggal   26   Agustus   2013 M 

                 19     Syawal    1434 H 
      

       BUPATI PIDIE, 

          
           DTO 

 
         SARJANI ABDULLAH 

 

 
Diundangkan di Sigli  
pada tanggal   28   Oktober     2013 M 

                    23   Dzulhijjah  1434 H 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PIDIE, 

 

DTO 
 

T. ANWAR ZA 
 
 

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR 06 
 



PENJELASAN 
ATAS 

QANUN KABUPATEN PIDIE  

NOMOR   6   TAHUN  2013  
TENTANG 

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  

PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH 
 

I. UMUM 
 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin 

meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah 
Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber 
pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 

bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah 
Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Aceh 

jumlahnya relatif belum memadai. 
 

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan 
penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Badan 
Usaha Milik Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal 

kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memperkuat 
struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim 
usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan 
daerah. 
 

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan 

kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan  serta berdasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya 
memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Pidie membentuk  

Qanun tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank 
Aceh. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam 
Qanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang 
istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari 

kesalahpahaman dalam menafsirkannya. 
 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 
  

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
 Cukup jelas. 
 

 

 
 

 



Pasal 8 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
 Cukup jelas. 
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